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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
adanya permasalahan penundaan waktu yang cukup panjang dalam peresmian serta masih
banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengumpulan zakat dalam
mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang. Proses perumusan peraturan daerah ini
dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Palembang dan merupakan serangkaian aktivitas
yang berupa pengkajian dan penilaian terhadap usulan kebijakan dari pemerintah daerah
untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah melalui proses politik administratif. Proses ini
sangat mempengaruhi dalam menentukan kualitas dari kebijakan atau peraturan daerah
yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses perumusan
peraturah daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kota Palembang. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara kepada key informant, observasi dan studi pustaka
dengan menggunakan teori sistem yaitu input-proses-output. Dimensi pertama adalah input
memiliki indikator naskah akademik dan raperda, dimensi kedua proses yaitu melalui 3
tahapan yang terdiri dari perencanaan, pembahasan, dan penetapan, serta dimensi terakhir
merupakan hasil analisis. Berdasarkan aktivitas perumusan kebijakan yang telah dilakukan
maka dapat disimpulkan bahwa Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2017 belum terlaksana dengan baik karena masih adanya keterhambatan waktu dalam
pelaksanaan rapatnya. Hasil analisis penelitian ini menyarankan agar pihak DPRD lebih
memperhatikan saat menentukan jadwal agar pelaksanaannya tidak lamban dan sering
ditunda.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan, dan Pengelolaan Zakat Kota
Palembang.
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ABSTRACT

This research was titled The Formulations of Regulation Area of Palembang City
No 4 in 2017 about Management of Zakat in Palembang City. The background of this
research is a long time delay in the inauguration of the local regulations on the
Management of Zakat in Palembang City, and there are still many people who do not
understand the importance of the collection of zakat in alleviating poverty for the welfare
of the people. The process of formulating these regulations implemented in Palembang
City Council building and a series of activities such as the review and assessment of the
policy proposals of the local government to set up as regional regulation through the
political-administrative process. This process greatly influences in determining the quality
of the policy or local regulations are produced. The purpose of this study to find out how
the process of formulating the Regulations Area of Zakat Management in Palembang. This
study uses qualitative research with descriptive form. The data collection technique used
was the key informant interviews, observation, and literature by using systems theory that
input-proscess-output. The first dimension is the input has indicators of academic papers
and draft, the second dimension is through the three stages of the process of planning,
discussion, and determination, as well as the last dimension is the result of the analysis.
Based on policy formulation activities that have been carried out it can be concluded that
the formulation of policies Regional Regulation No. 4 of 2017 has not done well because
there is still time lag in the implementation of the meeting. The results of this analysis
suggest that the parliament more attention when determining the schedule so that the
implementation is not slow and often delayed.

Keywords: Public Policy, Policy Formulation and Management of Zakat Palembang.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sistem, karena di
dalamnya terdapat beberapa peristiwa/tahapan yang terjalin dalam satu rangkaian yang
tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Tahapan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap
penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap
penyebarluasan. Pembentukan peraturan daerah secara lebih khusus diatur dalam diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ketentuan baku yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi bentuk dan
sifat produk hukum daerah, perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam
satu legislasi daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, penyebarluasan rancangan
peraturan daerah, pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, suatu peraturan daerah dibentuk atau dibahas secara bersama oleh pemerintah
provinsi/kota/kabupaten (eksekutif) dengan DPRD provinsi/kota/kabupaten (legislatif), hal
tersebut berlaku untuk peraturan daerah yang berasal dari usulan eksekutif maupun

peraturan daerah yang berasal dari usulan DPRD (perda inisiatif).



2

Peraturan daerah merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni kepala
daerah dan DPRD, sebelum suatu rancangan peraturan daerah disetujui dan disahkan
menjadi sebuah peraturan daerah, maka rancangan peraturan daerah tersebut akan melalui
tahap-tahap pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Pembahasan
raperda di DPRD dilakukan olen DPRD bersama gubernur/bupati/walikota, serta
pemerintahan daerah dengan tim asistensi yang berada dibagian hukum, hal ini tercantum
pada Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD, gubernur, atau
bupati/walikota. Rancangan perda selanjutnya harus mendapat persetujuan bersama DPRD
dan gubernur atau bupati/walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut, tanpa persetujuan
bersama, rancangan perda tidak akan dibahas lebih lanjut.

Pembahasan dilakukan terdiri dari beberapa tingkatan pembicaraan, tingkatan
pembicaraan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, rapat komisi, rapat panitia khusus,
dan diputuskan dalam rapat paripurna. Alur proses pembahasan raperda di DPRD diatur
lebih lanjut oleh peraturan tata tertib DPRD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut ini adalah proses pengajuan rancangan peraturan daerah dari Pemerintah
Daerah Kota Palembang ke DPRD Kota Palembang:

1. Pemerintah kota melalui bagian hukum mengirimkan surat ke SKPD-SKPD perihal
penyusunan raperda yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD-SKPD tersebut

2. SKPD mengirimkan judul raperda yang akan mereka susun sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi mereka

3. Pemerintah kota melalui bagian hukum menghimpun dan menginventarisir judul-judul
raperda yang diajukan oleh SKPD untuk diajukan dalam program pembentukan perda di

tahun anggaran yang akan datang



3

4. Walikota mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD perihal pengajuan program
pembentukan perda yang merupakan usul inisiatif dari pihak eksekutif

5. Surat tersebut diterima oleh pimpinan DPRD dan diteruskan ke Badan Pembentukan
Perda DPRD Kota Palembang

6. Badan pembentukan perda memanggil bagian hukum dan SKPD terkait guna membahas
rancangan program pembentukan perda ditahun yang akan datang untuk memastikan
raperda-raperda apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas ditahun yang akan datang
tersebut

7. Pimpinan DPRD menetapkan program pembentukan perda yang ditetapkan dalam
keputusan pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna yang dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan rancangan perda tentang APBD

Pemerintah Daerah Kota Palembang memiliki wewenang dalam menyusun
rancangan peraturan daerah. Bagian Perundang-undangan Setda Kota Palembang telah
menerima daftar 14 Program Pembentukan Peraturan Daerah dari berbagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). Berdasarkan 14 program tersebut hanya 5 raperda yang telah
siap untuk dibahas dan ditindaklanjuti ke DPRD, salah satunya adalah Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat yang disusun oleh BAZNAS dan Bagian
Sosial Masyarakat (SOSMAS).

Penelitian ini difokuskan pada proses Formulasi Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Zakat di Kota Palembang. Raperda ini dirancang karena sudah menjadi
tanggung jawab pemerintah dalam rangka menuntaskan kemiskinan dan ini sangat penting
karena pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmen dan perhatian serius terhadap

pengelolaan zakat dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
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Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang tujuannya ada dua, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan

Berikut ini adalah daftar tabel Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
tahun 2016:

Tabel 1. Daftar Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2016

No Tentang Keterangan
1 | Raperda Tentang Bangunan Gedung Dinas PU CK
2 | Raperda Tentang Daftar Usaha Kepariwisataan Dinas Pariwisata
3 Raperda Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Badan PMK

masyarakat
4 Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta
PDAM Tirta Musi Palembang Musi

5 Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran BPKAD
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 BPKAD

6 Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD
Daerah Tahun Anggaran 2016

Bagian Sosial

7 | Raperda Tentang Pengelolaan Zakat Masyarakat
Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

8 Tahun Anggaran 2017 BPKAD
Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

9 | Palembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan BPM-PTSP
Retribusi Izin Gangguan

10 Raper@a Tentang Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Bappeda
Zonasi
Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

11 | Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Badan PMK
Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)
Raperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

12 | Palembang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan dan | Dinas Kominfo
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

13 | Raperda Tentang Perparkiran Inisiatif
14 | Raperda Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Inisiatif

Sumber: Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palembang Tahun 2016
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Permasalahan yang mendasari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Zakat ini dikarenakan masih banyak para pegawai yang belum memahami
bagaimana peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan padahal payung hukum yang
mengaturnya sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hal ini disampaikan secara
langsung oleh Wakil Ketua Il BAZNAS Bapak Eman Satria Hady, S.IP pada saat Rapat
Badan Musyawarah di DPRD, beliau mengatakan bahwa:
“Menurut Islam, zakat sangat berperan penting dalam menstabilkan kondisi
perekonomian sebuah negara, dengan adanya pendistribusian zakat maka dapat
membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan, namun hingga
sekarang masih banyak masyarakat khususnya para pegawai yang belum
memahami pentingnya penyaluran dana zakat melalui BAZNAS, padahal jika dana
zakat yang berasal dari masyarakat khususnya para pegawai lebih dimaksimalkan
pengelolaannya, dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyat khususnya di Kota Palembang.” (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2016)
Penjelasan dari Wakil Ketua Il BAZNAS tersebut dapat dibuktikan dari tabel
dibawah ini bahwa pemasukan dana zakat yang diterima oleh BAZNAS dari tahun 2014
hingga tahun 2016 tidak stabil dan sangat jauh dari target seharusnya.

Tabel 2. Pemasukan Dana Zakat Tahun 2014 - 2016

No Tahun Total Pemasukan
1 2014 Rp 744.040.957,38
2 2015 Rp 954.925.134,03
3 2016 Rp 628.250.911,42

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2 sangat jelas bahwa pengelolaan zakat di Kota Palembang ini
masih jauh dari estimasi jumlah pemasukan yang seharusnya, hal ini pun dijelaskan
kembali oleh Wakil Ketua Il BAZNAS Bapak Eman Satria Hady, S.IP pada saat rapat

badan musyawarah di DPRD, mengatakan bahwa:
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“Selama ini dana zakat dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang ada di Kota

Palembang, maka seharusnya pemasukan yang diterima oleh BAZNAS Kota

Palembang setiap tahunnya lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000.000 (Delapan

Belas Milyar Rupiah), sedangkan kondisi saat ini BAZNAS menerima tidak sampai

1% dari target yang seharusnya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan

masyarakat khususnya para pegawai tentang pentingnya pengelolaan dan

pendistribusian zakat melalui BAZNAS, padahal Pemerintah sudah memberikan
perhatian khusus dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011~ (Wawancara pada tanggal 25

Agustus 2016)

Permasalahan lain yang melatarbelakangi raperda tentang pengelolaan zakat ini
tercantum juga di dalam naskah akademik yang menjelaskan bahwa belum adanya
punishman atau sanksi hukum yang bersifat nyata seperti dengan menjatuhkan hukuman,
baik itu berupa penjara ataupun denda bagi para pengingkar zakat atau pengelola zakat,
dan di dalam perda ini telah dijelaskan mengenai sanksi. Oleh karena itulah, dengan
adanya perda tentang pengelolaan zakat ini diharapkan pengelolaan zakat akan menjadi
berdaya (powerful) dan memiliki kekuatan secara hukum (enforcement). Selain itu masih
ada beberapa UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang belum terkoordinir dengan baik,
sehingga banyak UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tidak mengumpulkan dana zakatnya
kepada BAZNAS, hal ini dapat dilihat dari tabel UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kota
Palembang. Berikut ini adalah jumlah Unit Pengelolaan Zakat menurut data dari
BAZNAS, ada 42 Unit Pengumpul Zakat, padahal berdasarkan hasil wawancara dengan
Bapak Maruji Tarmizi selaku Wakil Ketua | BAZNAS Kota Palembang, mengatakan
bahwa:

“BAZNAS Kota Palembang mencatat hanya Unit Pengumpul Zakat yang

mengumpulkan dana zakat pertahunnya saja, dan jika dijumlahkan ada 42 Unit

Pengumpul Zakat, padahal sebenarnya masih banyak Unit Pengelolaan Zakat yang

belum mengumpulkan dana zakat secara rutin ditiap tahunnya, hal inilah yang

membuat kami sulit memberi penekanan karena belum ada perda yang
mengaturnya” (Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2016)



Tabel 3. Nama Unit Pengumpul Zakat Kota Palembang

. Tahun

No Nama Unit Pengumpul Zakat 5014 015 3016
1. | Sekretariat Daerah v v v
2. | Sekretariat DPRD v v v
3. | Dinas Pendapatan Daerah v 4 v
4. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata v 4 4
5. | Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan PSDA 4 v v
6. | Dinas Perindagkop v v v
7. | Dinas Kesehatan v v v
8. | Dinas tata Kota v v v
9. | Dinas Tenaga Kerja v v v
10. | Dinas Sosial - v v
11. | Dinas Perhubungan 4 v v
12. | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 4 v v
13. | Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat v v 4
14. | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah v v v
15. | Inspektorat Kota v v -

16. | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah v v -

17. | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah v v v
18. | Badan Narkotika v v v
19. | Satuan Polisi Pamong Praja - - v
20. | RSUD Palembang BARI 4 v v
21. | Kecamatan Hlir Timur 11 v v v
22. | Kecamatan Seberang Ulu | v v v
23. | Kecamatan Sukarami v v v
24. | Kecamatan Sako v v v
25. | Kecamatan Alang-Alang Lebar v v v
26. | SD Negeri 162 Palembang 4 v v
27. | SMK Negeri 6 Palembang v v v
28. | Bank Sumsel Babel Capem. KM 12 - v -

29. | Bank Sumsel Babel Cab. Plaju 4 - -

30. | Pengadilan Agama v - v
31. | Kementerian Agama Kota Palembang 4 v v
32. | LMB v v v
33. | Badan penanaman Modal dan Pelyanan SP - - v
34. | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - - v
35. | Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan - - v
36. | Dinas PU Cipta Karya - - v
37. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - - v
38. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - v
39. | Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan - - v
40. | Lapas Wanita Provinsi Sumsel - - v
41. | Dinas Kebersihan - v v
42. | Bank Sumsel Babel Cab. Lemabang v - -

Sumber: Diolah oleh Penulis Berdasarkan Data dari BAZNAS Kota Palembang Tahun
2016
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BAZNAS dan Bagian Sosial Masyarakat Setda Kota Palembang telah
merencanakan perda tentang pengelolaan zakat ini sejak tahun 2008 saat Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 1999 masih berlaku, namun dalam perjalanannya belum bisa
dilaksanakan dengan maksimal karena masih banyak hal-hal yang harus dikaji lagi.
Setelah tahun 2008, Bagian Sosial Masyarakat dan BAZNAS Kota Palembang mengajukan
usulan raperda kembali pada tanggal 3 Februari 2014 dan saat itu belum juga ada tindak
lanjut dari pemerintah daerah untuk segera meresmikan raperda yang diajukan oleh Bagian
Sosial Masyarakat dan BAZNAS ini, hingga 2 (dua) tahun berjalan pada tahun 2016
raperda tentang pengelolaan zakat pun mulai menjadi perhatian pemerintah dan sudah
ditindaklanjuti melalui Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Palembang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa
permasalahan dalam proses formulasi perda ini, salah satunya adalah tertundanya raperda
ini dengan waktu yang cukup lama sehingga tidak adanya proses yang menunjukkan
kejelasan sejak tahun 2009. Permasalahan lainnya adalah proses perumusan naskah
akademik yang tidak melibatkan akademisi tim ahli dalam kebijakan publik maupun dalam
bidang sosial serta juga kurang melibatkan peran masyarakat secara keseluruhan.
Keterlibatan tim ahli dalam proses perumusan naskah akademik sangat penting,
sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa naskah akademik
merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap
suatu permasalahan tertentu yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang. Rancangan
peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi

terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa
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pelibatan akademisi dan para pakar yang ahli dalam hal kebijakan publik dan sosial mutlak
diperlukan mengingat mereka mampu mengartikulasikan dan mempunyai penjelasan-
penjelasan ilmiah yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
naskah akademik.

Permasalahan tentang tidak dilibatkannya akademisi ataupun tim ahli dalam proses
penyusunan naskah akademik akan berdampak pada kurangnya bahan kajian yang bersifat
teoritis dalam penyusunan raperda Kota Palembang tentang pengelolaan zakat, hal ini
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah Pasal 19 Ayat 1 dan 2. Pembentukan tim perumus kebijakan tentang Pengelolaan
Zakat ini berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang, seksi dan program yang ada di
Bagian Sosial Masyarakat dan BAZNAS Kota Palembang serta melibatkan kalangan
akademisi dalam perumusan naskah akademik raperda tentang Pengelolaan Zakat.

Permasalahan mendasar lainnya yang terjadi dalam proses pembahasan raperda
Kota Palembang tentang raperda adalah kurang disiplinnya dalam menggunakan waktu,
sering terjadi penundaan bahkan sampai berjam-jam pengunduran jadwal yang telah
disepakati.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti
bagaimana proses perumusan rancangan peraturan daerah Kota Palembang tentang
Pengelolaan Zakat di Kota Palembang secara keseluruhan, dimulai dari proses pembahasan
di tingkat legislatif sampai pada proses pembahasan raperda di DPRD Kota Palembang dan
melihat peranan aktor-aktor yang terlibat dalam setiap tahapan-tahapan perumusan raperda
tersebut. Adapun penelitian ini diberi judul “Formulasi Peraturan Daerah Kota Palembang

Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kota Palembang”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
dirumuskan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses
Formulasi Kebijakan Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Zakat Kota Palembang?
C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah proses pembahasan Formulasi Kebijakan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat Kota Palembang.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mengarah pada dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat
menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi
penelitian-penelitian yang akan datang terlebih dalam formulasi sebuah kebijakan

2. Manfaat Praktis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau
masukan bagi pemerintah dalam merumuskan sebuah kebijakan dari rancangan peraturan

daerah yang membahas tentang Pengelolaan Zakat di Kota Palembang.
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